SALINAN

BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LEBAK NOMOR 60 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN TATA LAYANAN DAN PENGELOLAAN DANA
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN

Menimbang

TINGKAT PERTAMA /PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat Pemerintah menyelenggarakan program
Jaminan Kesehatan Nasional, yang berlaku juga di
wilayah Kabupaten Lebak;

bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan kesehatan
tingkat pertama sesuai program Jaminan Kesehatan
Nasional oleh Pemerintah Kabupaten Lebak, telah diatur
dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 tentang
Pedoman Tata Layanan dan Pengelolaan Dana Program
Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama/Pusat Kesehatan Masyarakat;

bahwa dana Program Jaminan Kesehatan Nasional yang
dikelola oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama/Pusat
Kesehatan Masyarakat disimpan dalam rekening
tabungan masing-masing Pusat Kesehatan Masyarakat
dan mendapatkan bunga tabungan yang menambah

jumlah uang yang tersimpan dalam rekening, sehingga



Mengingat

perlu diatur tentang pemanfaatan jasa tabungan dana
Program Jaminan Kesehatan Nasional;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Lebak Nomor 60 Tahun 2016 tentang
Pedoman Tata Layanan dan Pengelolaan Dana Program
Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan

Tingkat Pertama/Pusat Kesehatan Masyarakat;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4436);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun
2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5589);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang

Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia



10.

Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3637);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana
diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 81);

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada
Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada
Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan
Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1287) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor



Menetapkan

12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun
2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam
Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 435);

11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi
Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan
Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 761);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI LEBAK NOMOR 60 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN TATA LAYANAN DAN PENGELOLAAN
DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA
FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA /PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT.

Pasal I
Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 19A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 19A
Jasa tabungan dari rekening dana JKN sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 dan dana non kapitasi JKN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dicatat sebagai
pendapatan lain-lain FKTP/Puskesmas yang bersumber dari
dana JKN dan dapat digunakan untuk membiayai belanja

penunjang operasional pelayanan kesehatan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitug
pada tanggal 2 Mei 2018

Pjs. BUPATI LEBAK,
Ttd
INO SUTISNO RAWITA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 2 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,
Ttd

DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2018 NOMOR 8

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
AH KABUPATEN LEBAK
GIAN HUKUM




